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MOTTO

“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran
dan di tangan kiri memegang usaha untuk mencari kebenaran, dan
menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan Berseru :

Tuhan berilah saya yang di tangan kiri™*

(Van Hamel)*'

T Sudarto, Masalah-masalah Hukum Nomor | Takun 1 972, diterbitkan oleh Fakultas Hukom

Universitas Diponegoro, Semarang. Halaman 12
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RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK
(Putusan Perkara Nomor: 391/PID.B22005/PN.Jr), Ian Ardhian Rarihena,
020710101094, 2006, 45 Halaman, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus
kita jaga dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap anak berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Khusus) akan memberikan
perlindungan yang maksimal terhadap anak dimana UL Perlindungan Anak memberikan
ancaman minimal dan maksimal bagi orang yang melakukan tindak pidana pencabulan
terhadap anak, akan letapi penerapan dari UU Perlindungan Anak sampai saat ini belum
bisa dikatakan maksimal. Jaksa Penuntut Lmum masih lebih banyak berpedoman pada
pasal-pasal dalam KUHP (Undang-lIndang Umum). Berdasarkan uraian diatas penulis
membahas 2 (dua) permasalahan yaitu pertama adalah apakah pasal-pasal yang
didakwakan Jaksa Penuntul Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, sudah
tepat jika dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generali dan kedua adalah
apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor
391/PID.B/2005/PN.Jr, sudah tepat. Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah
untuk mengetahui pasal-pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Uimum dalam surat
dakwaan nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05 sudah sesuai dengan penerapan
asas lex specialis derogat legi generali dan untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan
yang digunakan oleh jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN Jr.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara
yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan
menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum yang
digunakan adalah preskriptif. Sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode
deduktif. Kesimpulan yang dapat ditarik, pertama adalah bahwa pasal-pasal yang
didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perk: PDM-
160/JEMBER/04.05 sama sekali tidak memperhatikan penerapan asas lex specialis
derogat legi generali dan kedua adalah bentuk dakwaan alternatif yang digunakan oleh
Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tepat. Menurut penulis dakwaan yang tepat adalah
dengan menggunakan dakwaan tunggal. Selain itu penulis juga menyarankan agar
sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus
lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum
yang maksimal terhadap anak. Dan Jaksa Penuntut Umum sebagai seorang aparat
penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya penepakan hukum dalam
kasus ini, scharusnya memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali dan
memperhatikan bentuk dakwaan yang seharusnya digunakan dalam kasus-kasus khusus
seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat memasuki era globalisasi
di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini meningkat dengan sangat tajam.
Berdasarkan bahan hukum yang dihimpun Lembaga Lembaga Pusat Perlindungan
Perempuan dan Anak Jember (P3A), sejak Januari-November 2005 kekerasan
scksual merupakan kasus paling dominan di antara tindak kekerasan lain terhadap
anak-anak. Berikut ini adalah bahan hukum kasus kekerasan terhadap Anak
sepanjang tahun 2005,

Jenis lindak pidana Jumlah Kasus | Korhan
Kckerasan seksual 170 262
Pembunuhan 43 35
Penganiayaan 26 30
Penculikan 24 27
Penclantaran 9 17
Pelacuran 6 8
Perdagangan 3 gl
Perampokan, perampasan, perkelahian, petasan 1 |

Sumber: Lembaga Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan Jember

Menurut bahan hukum itu, dari 285 kasus lersebut, persentase tindak
kekerasan seksual yang tertinggi, vakni 59,65%. baik berupa pemerkosaan,
pencabulan, maupun sodomi. Adapun pembunuhan pada anak 43 kasus atau
15,10%. Melihat angka-angka itu, kekerasan terhadap anak-anak tergolong
mengkhawatirkan, karena didominasi kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat pada
umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam kesclamatan
anak yang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti
perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kejahatan atau
pelanggaran seksual lainnya. Khusus dalam tindak pidana pencabulan (sodomi)
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kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak laki-laki vang belum
mencapai umur delapan belas tahun atau belum dewasa.

Anak cenderung menjadi korban kejahatan scksual dikarenakan kondisi
fisik dan mental yang lemah, mereka tidak mampu untuk mengambil keputusan
yang tepat atau melawan ketika dijadikan objek kejahatan seksuval (Gosita,
1993:49). Pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelemahan anak dalam aksi
kejahatannya, mereka lebih memilih anak sebagai korban karena tidak mampu
melawan, mudah diperdaya dan ditakut-takuti. Fakior kemiskinan membuat anak
semakin rentan menjadi korban kejahatan dan eksploitasi seksual.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak semakin beragam dan berkembang,
tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak perempuan bukan satu-
satunya bentuk kejahatan scksual terhadap anak. Tindak pidana pencabulan
terhadap anak laki-laki (pedofilia) merupakan perkembangan kejahatan seksual
terhadap anak, anak laki-laki menjadi korban penyimpangan seksual (sodomi)
oleh kaum homoseks maupun kaum pedofil. Kasus Robot Gedhek, Mario Manara,
dan William Stuart Brown adalah sebagian kecil dari kasus kejahatan seksual
penderita pedofilia yang terungkap oleh aparat penegak hukum. Kasus Mario
Manara divonis 10 bulan penjara oleh PN Singaraja dengan tuntutan pasal 292
KUHP, sedangkan Kasus Robot gedhek dijatuhi hukuman penjara yang agak berat
dikarcnakan korban dibunuh dan dikuliti. Ancaman hukuman dalam KUHP terlalu
ringan dan tidak sesuai untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual terhadap
anak, karena sanksi pidana yang ringan tidak akan memberikan penjeraan dan rasa
takut terhadap pelaku pedofilia dan kejahatan tersebut berdampak negatif pada
kelangsungan hidup korban.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan atau kekerasan seksual lainnya semakin menyadarkan dan mendesak
scluruh  komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun
Negara. Upaya perlindungan terhadap anak adalah hal mutlak yang harus
dipenuhi, karena anak merupakan bagian dari harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak maka

T
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disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Oktober 2002.

Pada saat ini penerapan UU Perlindungan Anak masih belum maksimal.
hal ini lercermin dalam Putusan perkara Nomor : 391/PID.B/2005/PN.Jr, yang
memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 5 (lima) tahun penjara.
Padahal di dalam UU Perlindungan Anak pasal 82 sangat jelas menyebutkan
bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jaksa Penuntut
Umum (selanjutnya disebut Jaksa) dalam kasus pencabulan tersebut masih belum
sepenuhnya berpedoman pada UU Perlindungan Anak tetapi masih banyak
menggunakan pasal KUHP, padahal seharusnya dengan berlakunya UU
Perlindungan Anak maka pasal-pasal vang mengatur hal yang sama di dalam
KUHP harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan Jex
specialis derogat legi generali, yaitu undang-undang vang berlaku khusus lebih
divtamakan daripada undang-undang yang berlaku umum. Secara yuridis jika
suatu hal lertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan
Juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka diutamakan
yang khusus itu.

Dengan  demikian pembentukan UU  Perlindungan Anak  belum
mendapatkan respon yang maksimal dari aparat penegak hukum untuk
memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Putusan hakim yang
ringan tersebul semakin membuktikan kurang adanya dukungan vang serius dan
kepedulian dari aparat penegak hukum baik secara struktural maupun fungsional.

Putusan pengadilan tidak muncul begitu saja tanpa adanya suatu proses
yang panjang. Penyidikan yang merupakan awal proses dasar dari pemeriksaan di
pengadilan. Dalam rangka penuntutan hasil penyidikan tersebut oleh Jaksa
diletakkan dalam Kketentuan pidana yang sebenarmya. Penuntutan berintikan
dakwaan yang berisi fakta-fakta. Fakta itu harus sesuai dalam koridor ketentuan
pidana. Surat dakwaan adalah wujud dari adanya fakta dan perbuatan pidana, dan

dalam hal ini yang berwenang membuat adalah Jaksa Penuntut Umum. Schingga
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kedudukan scorang Jaksa Penuntut Umum dalam dunia peradilan adalah sangat
vital. Dimana berdasarkan Pasal 1 ayat | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961
(Undang-Undang Pokok Kejaksaan) dan diperinci secara seksama dalam pasal 2
Undang-Undang Pokok Kejaksaan tugas pokok seorang jaksa adalah mengadakan
penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang,

Kompetensi seorang Jaksa dapat dilihat dari kemampuan Jaksa itu sendiri
dalam membuat surat dakwaan. Apabila Jaksa salah dalam menerapkan pasal
yang didakwakan akan berakibat terdakwa bebas dari penuntutan, padahal
terdapat bukti-bukti yang mendukung akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak
dihiraukan, begitu pula jika pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa kurang tepat,
maka akan berdampak pada putusan pengadilan yang mungkin  bisa
mengakibatkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa, seperti yang terjadi
dalam putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr. Bagi seorang Jaksa
pengetahuan teknis yuridis dan analisis yuridis yang tinggi sangat diperlukan. Hal
itu ditujukan agar kesalahan-kesalahan yang menyebabkan lepasnya terdakwa
atau kesalahan-kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang berisi pasal-
pasal dakwaan dapat terhindari sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai surat
dakwaan suatu tindak pidana pencabulan (sodomi) dalam putusan perkara nomor
391/PID.B/2005/PN.Jr. dengan menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS
YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN (SODOMI) TERHADAP ANAK
(Putusan Perkara nomor 391 / PID.B / 2005 /PN.Jr)™.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan penulis bahas
dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

. Apakah asas lex specialis derogat legi generali dalam surat dakwaan
nomor Reg. Perk : PDM-60/ JEMBER/ 04.05 sudah diterapkan oleh Jaksa
Penuntut Umum?

2. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum pada perkara nomor
391/PID.B/2005/PN Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara?

1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

I. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas lex specialis derogat legi
generali dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk :
PDM-160/ JEMBER/ 04.05.

2. Untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa
Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat
jika dikaitkan dengan fakta perkara.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan
mengolah data untuk memperoleh keakuratan suatu karya tulis ilmiah. Metodologi
yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan
yang menjadi induknya, penclitian dalam ilmu hukum juga menggunakan metode
penclitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para
sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Socmitro,
1990:35)

N s
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan penulis bahas
dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah asas lex specialis derogat legi generali dalam surat dakwaan
nomor Reg. Perk : PDM-60/ JEMBER/ 04.05 sudah diterapkan oleh Jaksa
Penuntut Umum?

2. Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum pada perkara nomor
391/P1DD.B/2005/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta perkara?

1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

|, Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas lex specialis derogat legi
generali dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk :
PDM-160/ JEMBER/ 04.05.

2. Untuk mengetahui apakah bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa
Penuntut Umum pada perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr sudah tepat
jika dikaitkan dengan fakia perkara.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan
mengolah data untuk memperoleh keakuratan suatu karya tulis ilmiah. Metodologi
yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan
yang menjadi induknya, penclitian dalam ilmu hukum juga menggunakan metode
penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para
sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,
1990:35)
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1.42 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu karya ilmiah memerlukan bahan hukum yang benar-benar lengkap,
agar karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Dalam penulisan
skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah
metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

I. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu studi terhadap beberapa literatur-literatur yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan mengumpulkannya
sebagali data penunjang, Data-data penunjang terscbut berasal dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan literatur-literatur
lainnya yang menunjang seperti literatur-literatur tentang sural dakwaan, hukum
pidana dan literatur-literatur tentang Perlindungan Anak.

2. Studi Dokumentasi,

Studi dokumentasi adalah studi terhadap beberapa dokumen peraturan
perundang-undangan, putusan hakim, dan berkas-berkas penyidikan dari
kejaksaan  yang dapat dipakai sebagai dasar acuan dalam pembahasan
permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:

I. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum vang diperoleh dari
mempelajari peraturan perundang-undangan yailu  Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
putusan perkara nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, sural dakwaan nomor Reg.
Perk : PDM-160/ JEMBER/ 04.05, serta peraturan perundang-undangan yang
lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam
skripsi ini.

2. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh
dari mempelajari bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang
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terdapat dalam bentuk buku-buku ilmu hukum, pendapat para ahli hukum,
karya ilmiah, makalah, serta sumber-sumber lain yang menyediakan informasi
yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang terdapat pada skipsi
ini.
1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Scbelum melakukan analisis, pertama penulis melakukan langkah-langkah
dalam penelitian hukum yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum: (3) melakukan
telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum; dan (5) memberikan preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum
dengan didasarkan atas twjuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22)
Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis
secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisis kasus
hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. pemberian preskripsi
bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena
itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru
atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru
itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu
fantasi atau angan-angan kosong.
Untuk memperoleh hasil yang baik maka dalam penulisan ini
menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni metode penarikan
kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan

yang bersifat khusus.
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BAB IT
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Tindak Pidana Pencabulan (sodomi) Terhadap Anak.

Sebagaimana diketahui dalam realita yang ada dalam masalah kejahatan
adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang selalu ada
karena hampir setiap hari masalah kejahatan itu selalu ada baik di perkotaan maupun
di pedesaan. Dengan demikian membicarakan mengenai kejahatan dapat dikaitkan
dalam satu ungkapan bahwa “Kejahatan itu tua dalam usia tapi muda dalam berita”,
karena sejak dahulu hingga detik ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya.
Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana asusila yang melanggar hak-hak dan
harga diri si korban karena disamping si korban menderita 'kr.:rugian secara fisik
seumur hidup juga mental yang mengganggu perkembangan jiwa si anak untuk masa
depannya (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:79).

Fakta yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yang
diambil dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 391/PID.B/2005/PN Jr.
Kronologis peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah
sebagai berikut :

- Terdakwa dalam kasus ini adalah -

Nama : Muhamad Hasan
Tempat lahir : Jember
Umur/ tanggal lahir  : 60 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan/ suku  : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Pakusari, Jember
Pekerjaan : Tukang pijat
Agama : Islam
8
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- Korban dalam kasus ini adalah :

Nama : Eko Okta Galuh

Tempat lahir : Jember

Umur/ tanggal lahir  : 11 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ suku  : Indonesia/ Madura

Tempat tinggal : Dsn Sumberdandang, Ds Kertosari, Pakusari, Jember
Pekerjaan t=

Agama : Islam

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jember.
Terdakwa Muhamad Hasan pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2005 sckitar jam 11.00
WIB di dalam rumahnya tersangka Muhamad ITasan di Dusun Sumberdandang, Desa
Kertosari, Kecamatan Pakusari, Jember, telah melakukan perbuatan cabul terhadap
Lko Okta Galuh (selanjutnya disebut korban), seorang anak yang mempunyai cacal
fisik sejak lahir schingga tidak dapat berjalan dengan normal. Disinyalir keduanya
masih mempunyai hubungan famili atau keluarga. Korban mengaku bahwa perbuatan
cabul dengan cara sodomi yang dilakukan oleh tersangka tidak hanya dilakukan satu
kali saja, yaitu bahwa kejadian yang diatas, yang baru terungkap adalah kejadian
yang ke-10 (sepuluh) kalinya. Dan perbuatan sodomi tersebut sudah berlangsung
selama 5 bulan terakhir.

Pada kejadian yang pertama yang diingat oleh korban yaitu ketika korban
sedang bermain didepan rumahnya sendirian pada wakiu siang hari tiba-tiba korban
dipanggil oleh tersangka. Dan panggilan tersebut dituruti dan setibanya di depan
rumah tersangka, korban disuruh masuk dan pada waktu sudah didalam rumah serta
tanpa disangka terlebih dahulu, tersangka telah menutup pintu rumahnya, dan pada
waktu itu yang dialami korban bahwa tersangka telah dengan paksa membuka celana
pendeknya, dan terlihat bahwa tersangka telah membuka celananya sendiri kemudian

kemaluan tersangka terlihat dalam keadaan ercksi. Dan pada waktu itu korban

L
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dipaksa oleh tersangka tetapi korban tidak menurutinya, akan tetapi karena korban
diancam oleh tersangka akan dipukul sehingga korban merasa takut maka selanjutnya
korban menuruti kemauan dari tersangka yaitu membiarkan tersangka memasukkan
batang kemaluannya ke dalam anus/ dubur dari korban. Adapun cara dari tersangka
dalam melakukan sodomi adalah dengan cara menggunakan alat berupa minyak
goreng untuk mempermudah tersangka dalam melakukan praktek sodomi tersebut.

Bahwa pada kejadian yang pertama tersebut juga berlangsung pada kejadian
berikutnya dan sampai yang terakhir yaitu tersangka dalam melakukan perbuatan
cabul kepada korban selalu ada unsur paksaan dan ancaman schingga saksi tidak
berani melawan dan melaporkan kepada pihak lain serta juga setiap selesai kejadian,
tersangka selalu memberi tersangka vang sebesar Rp 2000.00 (dua ribu rupiah) vang
tujuannya sebagai uang jajan korban. Seluruh kejadian yang telah terjadi secara
berulang-ulang tersebut tidak diketahui oleh orang lain sampai kejadian yang terakhir
atau yang ke-10 (sepuluh). Kejadian ini lalu dilaporkan oleh orang tua Korban yaitu
Tohari Budiono alias Pak Fko ke Polsek Pakusari.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah atas kemauan
tersangka sendiri yang dipaksakan kepada korban karena tersangka mempunyai
perasaan semang atau cinta kepada korban Eko Okta Galuh, dan tersangka tidak
mempunyai nafsu seks atau birahi terhadap lawan jenis kelaminnya semenjak
tersangka mengikuti seni pentas panggung jenis jangger dimana di dalam perannya
tersangka sclalu berperan sebagai wanita sehingpa sejak waklu itu tersangka
kehilangan nafsu terhadap lawan jenis, schingga tersangka melampiaskan nafsu
birahinya kepada korban secara berulang-ulang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Muhamad Hasan tersebut oleh Jaksa Penuntut
Umum kemudian dikenakan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan kesatu terdakwa
Muhamad Hasan didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak
sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, dan atau pada dakwaan kedua primer yaitu telah melakukan
tindak pidana pencabulan yang diatur dalam pasal 289 KUIP dan dakwaan kedua

o aEeE.
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subsider yaitu telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sesama jenis yang
diatur dalam pasal 292 KUHP.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa
Muhammad Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana pencabulan (sodomi) terhadap Korban yaitu Fko Okta Galuh sebagaimana
diatur dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam
sural tuntutan tersebut Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) tahun dikurangi sclama masa penahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) subsider | (satu) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kemudian melalui putusan perkara
nomor 391/PID.B/2005/PN.Jr, menyatakan terdakwa Muhamad Hasan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan
sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan
denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau pidana kurungan

selama | (satu) bulan.

2.2 Dasar Hukum
Berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat penulis
tetapkan dasar hukumnya, yaitu :
| Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
a) Pasal 1 (a), Anak adalah sescorang yang belum berumur usia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b) Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa:
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku:

S
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¢. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

c) Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d) Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, scrangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta
rupiah).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 63 ayat (2)
Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum,
diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah
vang dikenakan.

b. Pasal 103
Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai bab VIIT buku ini Juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

¢. Pasal 289
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

T
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d. Pasal 292
Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
sama kelamin. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum
cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a) Pasal 1 butir 7
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

b) Pasal 140 ayat (1)
Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan penuntutan. ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

c) Pasal 143

(1) Penuntul umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan
permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan
surat dakwaan.

(2) Penuntul umum membual surat dakwaan yang diberi tangpal dan
ditandatangani serta berisi.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan
disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan
penyampaian surat pelimpahan perkara terschut ke Pengadilan
Negen.
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2.3 Landasan Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

2.3.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Terdapat dua istilah yang digunakan dalam hukum Belanda, tentang tindak
pidana atau perbuatan pidana. Istilah yang pertama yaitu strafbaarfeir, dan yang
kedua adalah delict. Dalam praktiknya, dikarenakan KUHP yang ada di Indonesia
bersumber pada WvS Belanda, maka peraturan perundang-undangan Indonesia yang
mengatur hukum pidana mempergunakan istilah strafbaarfeit atan tindak pidana,
akan tetapi istilah tersebut sama sckali tidak memberikan suatu penjelasan apapun
mengenai maksud strafbaarfeit sebenarnya.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian mengenai strafbaarfeit, antara
lain:

l. Simons telah merumuskan strafbaarfeit itu sebagai suatu “tindakan melanggar
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh
sescorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”
(Lamintang, 1997:185).

[l
v

Moeljatno menyatakan “Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam
dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan
perbuatan pidana™ (Saleh, 1983:13)

3. Menurut Hamel strafbaarfeit adalah sebagai kelakuan orang yang dirumuskan
dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan™ (Prodjohamidjojo, 1997:15)

4. Menurut Utrecht, bahwa yang disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya (Saleh,
1983:45)

2.3.1.2 Pengertian Tentang Anak

Anak dalam hukum positif kita bersifat pluralisme, ini sebagai akibat tiap-tiap
peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri. Sebagai pertimbangan
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dalam analisis, dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian tentang anak yang
didasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu schagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

"asal 1 huruf (a) menyebutkan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia
I8 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b

Pasal 1 ayat (5) menyebutkan. bahwa Anak adalah sctiap manusia yang masih
beusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur
16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ja tersangkut dalam perkara
pidana hakim boleh memerintahkan supaya si anak itu dikembalikan kepada
orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu
hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintab dengan tidak
dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah
dikesampingkan dengan lahimya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Pengadilan Anak pasal | ayat (2) merumuskan, bahwa anak
adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas. saya berkesimpulan bahwa pengertian anak
bedasarkan pasal 1 huruf (a) Undang-lIndang Perlindungan Anak lebih tepat

digunakan dalam pengaturan mengenai kriteria seseorang sebagai anak, karena sesuai

dengan asas lex specialis derogat legi generali dan Kesimpulan ini diambil dengan
berpedoman pada kasus ini digunakan peraturan paling baru dan khusus dalam

pengaturan masalah perlindungan anak.
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2.3.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan (sodomi)

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas.
Disamping itu, definisi dari pencabulan juga tidak disebutkan dalam dalam KUHP.
Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan
dengan keji dan kotor (melanggar kesopanan dan seterusnya), sedangkan pencabulan
adalah perbuatan buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh {melanggar
kesusilaan perempuan-perempuan lacur).

Dalam Khasanah ilmu jiwa perilaku seksual menyimpang oleh orang dewasa
terhadap anak-anak dikenal dengan sebutan pedofilia. Pengidap pedofilia (disebut
pedofili} hanya dapat menyalurkan hasrat seksualnya atau melalukan hubungan
seksual terhadap anak-anak bentuk perilaku pedofilia beraneka macam, tidak harus
selalu berupa hubungan seksual, tapi dapat berupa tindakan menimang-nimang atau
membelai anak-anak disertai ungkapan rasa kasih sayang. Perilaku pedofilia tidak
selalu ditujukan pada anak-anak sesama jenis (umumnya oleh pria dewasa terhadap
anak laki-laki) bisa juga dilakukan terhadap lawan jenis, Jadi pedofilia merupakan
perilaku seks yang menyimpang. (http://Cyberman.cbn.net.id.:10 September 2005).

Pedofilia banyak diidap kaum laki-laki dewasa dan disalurkan pada anak laki-
laki. Pedofilia dapat terjadi pada semua level kehidupan mulai dari mereka yang
hidup di daerah kumuh sampai yang bergelimang harta, dari orang yang terdidik
sampai orang yang tidak berpendidikan. Faktor penyebab pedofilia sangat kompleks.
Pedofilia dapal terjadi akibat perlakuan yang diterima pedofili semasa kanak-kanak
dari keluarga dan juga pedofili yang menjadi korban orang lain. Sehingga korban
balas dendam/ tertular penyakit pedofilia. Bahkan ada pedofilia yang muncul akibat
pengaruh pergaulan ( htlp:ffwwsua_rgpembahaman,mmfncws.zmﬂ. Ada pula kasus
pedofilia yang dilatarbelakangi tujuan mengamalkan suatu ajaran ilmu hitam. Dan

yang terjadi pada kasus ini adalah pedofilia karena pengaruh suatu kesenian. vaitu
kesenian janger. Dimana si terdakwa vaitu Muhamad Hasan selalu memerankan

peran wanita dalam kesenian tersebut,
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Sedangkan sodomi adalah kegiatan seksual yang biasa dilakukan dalam
hubungan homoseksual yang bersifat anal. Anal terjadi bilamana pria inserter
memasukkan penisnya ke dalam anus recipient (koitus dalam anus) (Arif Budijanto,
Siswandi Sudiono, Agus Purwadianto, 1982:65). Jadi arti sodomi lebih memaliki arti
yang lebih sempit daripada pedofilia. Karena sodomi adalah merupakan bagian dari

pedofilia itu sendiri,

2.3.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam Pasal 82 UU No 2372002
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289 KUNP dan Pasal 292 KUHP.
Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002

l'entang Perlindungan anak, adalah sebagai berikut -

| Setiap orang. yaitu tersangka Muhamad Hasan, umur 55 tahun, alamat Dusun
Sumberdandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Jember,

2. Dengan Sengaja, bahwa atas kemauan/ niatnya sendiri tersangka Muhamad
Hasan melakukan perbuatan cabul terhadap korban Eko Okta Galuh, dengan cara-
cara yang telah direncanakan sebelumnya  vaity mengajak  korban  masuk
rumahnya dimana pada waktu tersebut korban sedang bermain dan ketika korban
masuk. pintu rumah tersangka segera ditutup oleh tersangka kemudian mengajak \
korban melakukan perbuatan cabul.

3. Ancaman kekerasan, memaksa,  bahwa tersangka dalam setiap melakukan
perbuatan cabul lerhadap korban selalu melakukan pemukulan apabila korban
tidak menuruti kemauan tersungka. Dan pada waktu tersangka  melakukan
perbuatan sodomi korban selaly menolaknya tetapi tersangka tetap memaksanya,
dan juga terjadi perlawanan yang dilakukan korban, akan letapi korban yang
mempunyai fisik lemah karena korban mengalami cacat sejak kecil serta bentuk

lisiknya lebih kecil dari tersangka maka perlawanan korban sia-sia. Begitu juga
setelah kejadian tersangka juga melakukan ancaman akan melakukan pemukulan
apabila korban menceritakan perbuatan tersangka kepada orang lain. |

e @00
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4. Melakukan tipu muslihat, bahwa setiap kali melakukan perbuatan cabul

tersebut, tersangka selalu memberi uang jajan sebesar Rp 2.000.00. Pemberian
uang itu dimaksudkan agar korban merasa senang sehingga tidak terbeban dengan
perbuatan tersangka dan selalu menuruti kemauan tersangka.

Membujuk amak, bahwa korban yang dikenai kekerasan atau ancaman
kekerasan, paksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan bujukan untuk
melakukan perbuatan cabul adalah seseorang yang memiliki cacat fisik sejak lahir
schingga tidak dapat berjalan normal dan yang masih berumur 11 tahun.
Membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bahwa dengan ancaman dan paksaan
tersangka terhadap korban maka dengan sangat terpaksa korban harus mengalami
sodomi yang dilakukan oleh tersangka Muhamad Hasan. Perihal tersebut oleh
tersangka telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Tetapi menurut lersangka
bahwa batang kemaluannya bisa masuk ke dalam dubur/anus korban hanya 5
(lima) kali kejadian dan perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka kepada
korban sejak lima bulan yang lalu.

Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP pada prinsipnya

hampir sama dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu sebagai
berikut:

Barangsiapa, yaitu tersangka Muhamad Hasan, umur 55 tahun, alamat Dusun
Sumberdandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Jember.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, setiap kali melakukan perbuatan
cabul terhadap korban, tersangka selalu melakukan pemukulan apabila korban
tidak menuruti kemauan tersangka. Setelah kejadian terschut tersangka juga
melakukan ancaman akan melakukan pemukulan apabila korban menceritakan
perbuatan tersangka kepada orang lain.

Membiarkan dilaknkan perbuatan cabul, bahwa dengan ancaman dan paksaan
tersangka terhadap korban maka dengan sangal terpaksa korban harus mengalami
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sodomi yang dilakukan oleh tersangka Muhamad Hasan sebanyak 10 (sepuluh)
kali dan dilakukan sejak lima bulan yang lalu.

Unsur-unsur pencabulan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP berbeda dengan
kedua pasal diatas. Dalam pasal ini pencabulan yang dimaksud adalah pencabulan
terhadap sesama jenis, unsur-unsurnya sebagai berikut :
|. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul, bahwa tersangka Muhamad
Hasan, yang sudah berumur 55 tahun dengan sengaja telah melakukan perbuatan
cabul (sodomi) kepada korban yaitu Fko Okta Galuh yang terjadi pada hari
Jum’al tanggal 25 Maret 2005 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumahnya
tersangka di dusun Sumberdadang desa Kertosari kecamatan Pakusari Jember.

2. Dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin vang sama, Bahwa
tersangka melakukan perbuatan cabul dengan seorang laki-laki yang bernama Fko
Okta Galuh dan masih berumur 11 tahun atau lahir pada tahun 1994

2.3.2 Surat Dakwaan
2.3.2.1 Pengertian Surat Dakwaan
beberapa pengertian atau definisi mengenai surat dakwaan yang dikemukakan
oleh pakar hukum yaitu :
a. A. Soetomo (Husein :44), merumuskan surat dakwaan sebagai berikut :

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntu
umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke
pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana,
kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian sccara cermat,
jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah
dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal
tertentu dari undang-undang vang tertentu pula yang nantinya
merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang
pengadilan untuk dibuktikan apakah betul terdakwa adalah pelakunya
yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut”.

b. Harun M. Husein (1994:43), mengemukakan :

“Surat dakwaan ialah suvatu surat wyang diberi tanggal dan
ditandatangani oleh penuntul umum, yang memuat uraian tentang

e @
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identitas  lengkap terdakwa, perumusan tindak picana v
didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan,
disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh
terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup
pemenksaan di sidang pengadilan”.

¢. M. Yahya Harahap (1988:414), menyatakan :
“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa
pengertian: surat atau akie yang memuat perumusan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana vang ditarik dan
disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan
rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada
terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar
pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan™.

2.3.2.2 Prinsip dan Syarat Surat Dakwaan

Membicarakan prinsip dan syarat surat dakwaan maka harus kita sesuaikan
dengan apa yang diatur dalam KUHAP, tepatnya pasal 143 ayat 2 KUHAP yang
menelapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan.
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi:
|. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa),
2. Uraian secara cermal, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda
tangan dan identitas lengkap terdakwa), discbut syarat formal, Sedangkan syaral yang
bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan
dan waktu serta tempat tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak
pidana dilakukan) disecbut syarat material.

Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat

dakwaan sangal erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri.
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Tujuan surat dakwaan tidak lain ialah proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai
dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar
pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan
pengadilan. Kesemuanya ilu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti,
apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, dan siapa
yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

2.3.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan,
maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan secara cermat.
Dalam prakiek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, Bentuk bentuk surat dakwaan
tersebut antara lain, sebagai berikut:
a. Surat Dakwaan Tunggal
Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu
sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian dan penerapan
hukumnya. Oleh karena itu pada umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan
dalam pelimpahan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat.
Surat dakwaan tunggal ini dibuat jika penuntut umum vyakin atas
perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:
- Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.
Misalnya : Penganiayaan (pasal 351 KIUHP)
- Melakukan satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana
(concursus idealis) sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP.
- Melakukan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) seperti diatur dalam
pasal 64 ayat (1) KUHP,
b. Surat Dakwaan Alternatif
Bentuk dakwaan yang demikian tersusun dari beberapa tindak pidana yang
didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain
bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan altenatif
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adalah karcna penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal

yang tiepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk

memperkecil peluang lolosnya terdakwa dan dakwaan digunakanlah bentuk
alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi
tindak pidana yang satu antara kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan
corak/ciri yang sama atau hampir sama bersamaan, misalnya: pencurian atau
penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang
mengakibatkan mati dan sebagainya.

Van bemmelen (sasangka, 1996:98) mengemukakan:

I. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan
pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di pengadilan, misalnya
apakah terbukti nantinya membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.

2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh

hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.

Dakwaan alternatif selain mengandung segi-segi positif juga terdapat segi-
segi negatif. Scgi positifnya adalah dengan surat dakwaan ini terdakwa tidak
mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana, karena
dakwaan tidak perlu dibuktikan secara urut tetapi dilakukan langsung kepada
dakwaan yang dipandang terbukti. Dakwaan dengan bentuk ini, memberikan
kelonggaran pada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang menurut
keyakinannya dipandang terbukti.

Sedangkan dari segi negatifnya, dakwaan ini dapat menimbulkan keraguan
bagi terdakwa untuk membela diri. Selain itu, apabila penuntul umum dianggap
kurang begitu mampu menguasai dengan pasti materi perkara yang bersangkutan,
maka alasan tersebut dapat digunakan oleh terdakwa/ penasihat hukumnya untuk
mengajukan keberatan dengan alasan dakwaan kabur {obscuurlibel).
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¢. Surat Dakwaan Subsider

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan
oleh suatu tindak pidana menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan
demikian menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi
tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya, oleh karena itu
penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan subsider. dimana tindak
pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas
dan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih ringan ditempatkan
dibawahnya.

Ditinjau dari sistem pembuktian, pada dakwaan subsider ada kemiripan
dengan dakwaan alternatif, karena hanva satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.
Perbedaannya. dakwaan subsider pembuktiannya dilakukan secara berurutan
dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana
lerberat sampai kepada dakwaan yang diangpap terbukti. Sedangkan pada
dakwaan alternatif, pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan
yang dipandang terbukti.

Selain itu, perbedaan yang lain terdapat pada cara penempatan uruian
tindak pidana yang didakwakan. Pada dakwaan subsider tindak pidana yang
diancam dengan pidana terberat ditempatkan pada urutan teratas, kemudian baru
disusul dengan lapisan-lapisan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling
ringan, Sedangkan pada dakwaan alternatif cara penempatan lapisan dakwaan
demikian tidak dikenal. Pada dakwaan altematif antara dakwaan yang satu dengan
dakwaan yang lain dipisahkan dengan kata “atau”, sedangkan dalam dakwaan
subsider kata “atau™ tidak dikenal. Satu hal yang harus diperhatikan dalam
penggunaan dakwaan subsider adalah bentuk tindak pidana, yaitu satu tindak
pidana yang akibatnya menyentuh pula beberapa ketentuan pidana, dimana
pengertian tersebut tidak dapat disamakan dengan pengertian satu tindak pidana

yang melanggar beberapa ketentuan pidana (concursus idealis).

e
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d. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak
ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yvang lain
(bediri sendiri-sendiri), alau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada
scorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Secara formal bentuk dakwaan
ini hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, akan tetapi
perbedaannya dalam dakwaan alternatif dan subsider hanya butuh satu tindak
pidana saja yang perlu dibuktikan sedangkan dalam dakwaan kumulatif, semua
tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan.

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan
samenloop!  concursus atau deelneming. Pada pokoknya dakwaan ini
dipergunakan dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa
tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi,
dakwaan ini diberlakukan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi
perbuatan maupun kumulasi pelakunya.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana untuk tindak pidana yang
tidak ada hubungannya satu dengan yang lain berdiri sendiri atau berlainan.
Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri, waktu dan
tempatnya adalah sama. Konsekuensi dari surat dakwaan ini adalah dalam
persidangan harus dibuktikan semua satu-persatu. Apabila penuntut  umum
menganggap terbukti semuanya, maka di dalam membuat tuntutan pidana harus
berpedoman pada pasal 63 sampai pasal 71 KUHP, yakni permintaan lamanya
pidana paling berat adalah lamanya ancaman pidana terberat ditambah |/3nya.

e. Surat dakwaan Kombinasi/ Gabungan

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek
penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena rumitnya
masalah yang dihadapi oleh penuniut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan
ini haruslah diperhitungkan dengan teliti oleh Penuntut Umum tentang tindak
pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi didalam

S
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pembuktian dan penyusunan luntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang
dibuat.

Bentuk-bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:
1. Kumulatif subsidair
2. Kumulatif alternatif
3. Subsidair kumulatif

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan
dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan.
Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian
dilakukan berurut, mulai dari lapisan teratas sampai pada lapisan yang dipandang
terbukti. Apabila lapisannya terdiri dari lapisan-lapisan alternatif, maka
pembuktiannya langsung terhadap dakwaan yang dipandang terbukti,

2.3.3. Pengertian Asas lex specialis derogat legi generali

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan fex specialis
derogat legi generali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus
(specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali). dengan asas ini
maka aturan yang bersifat umum itu tidak lapi memiliki validity scbagai hukum
ketika telah ada aturan vang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus
itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan mengikat untuk
ditcrapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Mengenai persoalan apakah aturan
yang berifat khusus itu (lex specialis) sering terjadi kekeliruan pemahaman.
Seharusnya metode yang digunakan dalam hal ini tidak bersifat induktif (dari umum
ke khusus), melainkan justru deduktif (dari khusus ke umum). Mengkaji suatu aturan
apakah bersifat umum atau khusus harus berpangkal tolak dari aturan yang diduga
bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya. Dengan kata lain, harus
dapat diidentifikasi dalam aturan yang bersifat khusus itu. sifat-sifat umumnya

terlebih dahulu, yang hal itu hanya dapat diketahui apabila dikuasai dengan baik
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aturan yang bersifat umum tersebut. Selain hal-hal yang bersifat umum, dalam aturan
yang bersifat khusus akan terdapat hal-hal khusus lainnya. Dengan demikian, aturan
yang khusus (/ex specialis) berisi hal-hal yang bersifat umum, ditambah hal lain lagi.
Dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri atau kategori dari
aturan yang bersifal umum (lex generalis), tetapi kemudian didalamnya ditambahkan
ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. Apabila dalam suatu aturan
hukum, tidak memuat norma yang hakckatnya tertuju pada perlindungan benda-benda
hukum yang umum ditambah sifat  khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai
lex specialis,

Aturan hukum yang memuat asas Jex specialis derogat legi penerali dilihat
menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori rule of recognition.
Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu
aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu secondary
rules, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi
mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparat) negara dalam mengadakan
suaru represi tethadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori
lentang criminal law policy dari Ancel, asas lex specialis derogat legi generali
merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy).
Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang
hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan
hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah
suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ini atau yang ilu. Sementara, yang ini
atau itu tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang
bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain vang bersifat khusus.

Umumnya suatu asas hukum dipositifkan dalam satu atau lebih aturan hukum.
Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam
aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah vang diterapkan. Pasal ini
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menegaskan keberlakvan (vafiditas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati
suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan
pidana yang khusus.

Aturan hukum yang mengadung asas lex specialis derogat legi generali,
berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan vang faatbestand dengan
aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap
aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. Bahkan
sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-
undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang
menentukan: ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam
pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. Dengan demikian,
ketentuan Pasal 63 ayat (2) bukan hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit
dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana
pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan
KUHP itu sendiri. atau lebih jauh lagi terhadap dihadap-hadapkannya dua atau lebih
undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan
memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara
umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat
lebih umum), menjadi tidak absah atau tidak lagi valid.

Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana
khusus, tetapi juga merembes terhadap undang-undang adminstratif yang didalamnya

memuat aturan pidana (administratiefstrafrecht). (hitp://www.sinarharapan.co.id.,
Sabtu :04 Juni 2005)
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dengan Asas lex specialis derogat legi generali :

1.

4

Fordiskum Bandung.):

“Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak.
untuk menjerat para pelaku dengan korban anak, merupakan ketentuan
pidana khusus, sebagaimana asas yang terkandung dalam pasal 103
KUHP, yaiwu Jex specialis derogat legi generals (ketentuan khusus
menyampingkan ketentuan umum). Sehingga bila tindak pidana diatur
dalam ketentuan khusus, maka ketentuan tersebut menyampingkan
ketentuan umum yang ada dalam KUHP. Dengan kata lain, pasal yang
harus dikenakan adalah pasal dalam ketentuan khusus”,

Menurut Dadang Sukandar (pengamat hukum Indonesia) -

“Buat apa dibuat UU Perlindungan Anak yang ketenluannya lex
specialis kalaun yang digunakan masih KUHP yang lebih umum (Lex
generalis)? Lahirnya berbagai UU semisal UU Perlindungan Anak
yang sifat ketentuan hukum pidananya lex specialis itu menjadi
indikasi dari kekurangan KUHP, KUHP belum sepenuhnya menjamin
penyelesaian persoalan-persoalan hukum pidana yang muncul di
masyarakat sesuai harapan. Keadaan “belum menjamin™ ini selalu
ditcgaskan dalam setiap dasar pertimbangan lahimya perundangan-
perundangan Jex specialis tersebut. Lahimya berbagai aturan Jlex
specialis sebagai pelengkap KUHP merupakan suatu kewajaran
mengingat hukum bersifat dinamis™.

3. Menurut Agus Sutoto (Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis)

“Saya memberi instruksi khusus agar dalam kasus-kasus pencabulan
anak, jaksa harus menggunakan UU Perlindungan Anak. sejak April
lalu sudah ada lima perkara pencabulan yang diputus majelis hakim
PN Ciamis berdasarkan UU Perlindungan Anak. Hukumannya antara
empat sampai sembilan tahun, Majelis hakim juga menjatuhkan
hukuman tambahan kepada terdakwa berupa denda rata-rata Rp60 juta.
Kejadian di Ciamis menambah deretan keberhasilan dimana jaksa dan
hakim lebih mengedepankan untuk menggunakan UU Perlindungan
Anak daripada KUHP dalam perkara-perkara yang melibatkan korban
anak-anak karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang
lebih detail dan lex specialis™.

Beberapa pendapat ahli hukum Indonesia tentang UU Perlindungan Anak

Menurut Melani (Advokat. Dosen Fakultas Hukum Unpas dan anggota
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4. Menurut Prof Dr LK. Suryani SpKj ( aktivis perlindungan anak dari Fakullas
Kedokteran, Universitas Udayana Bali dan anggota Committec Against Sexual
Abuse) pada kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan UU No 1372002
tentang Perlindungan Anak di Amlapura Bali :

“Pasal 292 juncto pasal 64 KUHP soal Pencabulan dengan tuntunar

maksimal 5 tahun dipandang aktivis anak Bali tidak relevan untuk

memberikan efek jera bagi si pelaku. Bahkan, dengan hukuman yang
ringan, setelah keluar dari penjara, ada kecenderungan pelaku
berhasrat mengulangi perbuatannya. Setelah ada acuan hukum baru
yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No

13/2002 tentang Perlindungan Anak, sudah sewajarnya undang-

undang tersebut digunakan. "Apalagi  kalau dilihat dari  sudut

penjeraan, undang-undang itu sangat bagus diterapkan”.

Sebagai catatan penting, bahwa dalam persidangan Sahat Perdamaian
Sihombing SH, sclaku anggota majelis hakim menyatakan, majelis hakim |
mementahkan semua tuntutan JPUJ Wayan Eka Miartha SH maupun pleidoi yang
diajukan pihak pengacara yang dimotori Ketut Suega Arya Dauh SH dkk. Majelis '
hakim PN Amlapura hanya menggunakan 17U No 23 Tahun 2002 sebagai acuan
hukum tunggal dan memutus Brown William Stuart alias Tony, 52, terpidana
kasus pedofilia (pelecehan seks terhadap anak-anak divonis 13 tahun, Inj adalah
kasus pertama pedofilia yang diputus menggunakan Ul No 1372002 tentang
Perlindungan Anak pada langgal 12 Mei 2004 dan sudah sewajamya jika putusan
majelis hakim PN Amlapura dapat dijadikan sebagai acuan atau contoh dalam
perkara-perkara yang sama di daerah lain.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan
yang penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan scbagai berikut :
I. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan
nomor Reg. Perk: PDM-160/JEMBER/04.05 tidak memperhatikan penerapan
asas lex specialis derogat legi generali. Dimana terlihat jelas, bahwa terdapat
dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama yang diterapkan oleh
penuntut umum, Yaitu Pasal 82 UL No 23 Th 2002 Tentang Perlindungan
Anak dan Pasal 289 KUHP. Mengingat bahwa kasus ini adalah suaty kasus
yang menyentuh tentang perlindungan terhadap anak, seharusnva undang-
undang yang digunakan adalah UU No 23 Th 2002 Tentang Perlindungan
Anak. Karena UU Perlindungan Anak bersifat fex specialis derogat legi
generali terhadap KUHP.
Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara
nomor 391/PID.B/2005/PN Jr adalah bentuk dakwaan alternatif, sedangkan
menurul penulis penerapan dakwan alternatif dalam kasus ini tidak tepal dan

b

kurang efektif. Karena kasus ini merupakan kasus yang diatur oleh undang-
undang khusus dan hanya melanggar satu ketentuan hukum maka dakwaan
yang lebih tepat adalah bentuk dakwaan tunggal dan tidak perlu
mencampuradukkan lagi dengan pasal-pasal KUHP.,

4.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan
saran scbhagai berikut:

I. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak seharusnya lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini puna dalam
upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak. Aparat
penegak hukum juga harus memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya

44
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pada kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan memperhatikan Undang-
Undang Perlindungan Anak yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban
anak dan tidak hanya mengacu pada KUHP sebagai acuan penjatuhan pidana.
Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan lex specialis deragat legi
generali.

- laksa schagai seorang aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting
dalam upaya penegakan hukum dalam kasus ini. seharusnya lebih
memperhatikan tentang pasal dan bentuk dakwaan yang digunakan dalam
kasus-kasus khusus, seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini.
Bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah merupakan
dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu surat dakwaan
harus dibuat setepat dan seefektif mungkin guna membantu dan
mempermudah hakim agar yakin dalam membuat sebuah putusan. Karena
ketepatan dan kefektifan suatu dakwaan akan berpengaruh pada berat
ringannya vonis pengadilan.
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PETIKAN'PUTUSAN ©'

Mamar ; 51 PR3 7 2085 PN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA

Maelis Hakim Pengadilan Negen Jember vang riemeriksa dan mengadill perkara-perkara Pidana
dalarm Pengadilan Tinghkat partama dengan acara pemeriksaan Biasa Siagkal telah menjatuhkan putusan
sebingal berikut dalam perkara terdakwa -

Mama lenghkay - AL e JempatLahir: & Jegpar _ Umur/Tal.

R L 60 takun, . Jenis Kelamin:  Lakiali ! Bemupuan, Kebangsaan T
" i ——— . lTempat Tingga! : oy Suchaniondong Sean serteserd, Kee, Pagug-ad,

'I!I.r'-l'li; i ij']t..—

lerdakwa didakwa melakukan perouatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal ., o | i s 5 | o Eadpe e} Bal o 26 -
- - e “"""'EH A-,F{r-* “ee—tu)- 42l 280 MUHE(Hedun brduaty) Fgl,292 HWIF (wdun =
Majelis Hakimn Pengadilan Negeri lersebut %

cukatdote) g
Telah membaca Berkas perkara dari Penyidik, telah mendengar pembacaan sural dakwaan /[ dakwaan dari
Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat adanya barang bukt,

serta mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pernbelaan dari Terdalwa / Wm:
Menimbang dan sebagainya :

Mengingat pasal . - . KUHF, serta pasal-pasal dari Undang-undang
Nomer: Btahun 198?’uj<M!w

wop - igama: s i _. Pekedaan ;
Merdakwa L,._q:-.E-‘E; %imhgn_,:'cilzahan aiam RUTAN seiak Tanggal :

[MENGADILI]

Menvatakan terdabowa tersebut, lerbukti secara sah dan meyakinkan
o 7 e FTROAAT TR ——
bersaiah melakukan tindak pidarda’ :ir

“PengmT FEgn v melniaan rerEanti ol eedendter—

W) u‘ﬂ;ﬁ AtuhRan pidana kepada terdakwa - . s SE S '
- o . L !ﬁl AL i

karenanyva dengan pidana penjara/ kurungan selama’: g tahun

\ aiae
Bulan, atau denda seBdSEFREE 5 { ey tomr - mooooooeoondeyyex ban

%é}%ﬁ?ﬂﬂmm da tersebut tidak §|Bai Var, e "rea:‘qrus Jigdon Eenﬁn pidara kurﬁngan selama :

__ tersebut alrh

tahiin bulan,
1(5a m&m&mﬁ apabila dikemudian hati pada perintah

kekuatan hukum latap akan dikuranglan sepenuhnyadari lamanya pidana tersebut ;
Memerintahkan supays terdakwa tetap ditahan / dil‘eluarkan dari lahanan /ditahan:
BORCOO00OE KNI

Menetapkan barang bukti berupa : e :
iirﬁmﬁﬂkﬁﬁ;&ﬁﬂﬁ:mm. sedngkan 1(zutu; celong pﬁ%}"a L TiEcetak

dirampas untuk Negara/ dimmwml Vang tanal : 5
HEOExebERK AN BISA SR 5K S REER JhrRa e s A s untuk degaxa §
Demikian diputuskan dalam rapat permusvawaratan Majelis Hakim i
ada hari : Tangaal : , dengan | ;
P o= il 5eEagai Hakim Kerdd 9 ¥ L L 2005, < wmﬁ%ﬁ““
= __ masing-masing sebfgai Hakim Anggota i3 EHJ il itu juga putusan
erstbtlt Ainkapkartialam sidang lerbuka untuk umum oleh Haki el tersebut dengan Hakim Angagota
Jengan dihadiri oleh ;. dan T~ masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan difadirPaleh sl b % F?_
Fanilera Pengganti, serta terflike oA He

Penuntut Umum :

L Ketut lprids

noe

1L
;

Hpywi II-.II
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JAKSAAN NGERI JEMBER
SUNTUK KEADILANY P39

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk : PDM-160(UMBER/04.05

Identitias Terdakwa :

Mama Lengkap i MUHAMAD HASAN,

Tempat Luhir : Jember

Umur / tangpal lahiy ¢ 6H0 tahun

Jems Belamin ! Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan ¢ Indonesia

Tempat tinggal © Dsn Sumberdandang. Ds Kertosar, Kee Pakusari, Kab. Jember
Apama o lslam

Pekerjoan o Tukang Pijat

Pendidikan =R Kis IV,

Penahanan

- Penyidik menahan sepok tel 23.01- 2005 s/d 20-04-2005
Penuntut Umum menahan seyak tel 2 1-04-2005 s'd 10-05-2005

Dakwaan
kKesatu

—===" Bahwa lerdakwa Muhamad Hasan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2002 sekrira jam 11.00 Wib
itan sekitar waklu it setidab-tidaknya dalam waktu lain datam bulan Maret whun 2005 bertempat di [Jsn
Sumberdandang, 135 Kerosari, kee Pakusari, Kab. Jember atau pada waktu tertentu masih termasuk dulon
Daernh Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksi, melukukan tipu muslihat, serangkuian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap sakst korban Fko Okta Galuh, umur 11 tahun, kelamin
taki-lnk, dengan cara sebagal beriku - -
- babwa pudy wwal mulunyn saksi korban Eke Okta Galuh sedang bermain-main halaman dirumah
kemudian dipanggil oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa menutup pintunya
setelah i terdukwi memaksa saksi korban untuk membuka celana wakta it terdakwa jupa membuka
celana dalam headaan kemaluan dalam keadaan tegang, saksi korban dipaksa untuk menuruti kemauan
terdakwa yaity untiek memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan legang untuk dimasukkan
kelubang anus! dubur spksi korban akan tetaps pada awalnya saksi ndak man dan pada saat ity terdakwa
menjrancan sakst korbin man memukul korban bila Gdak imag menuruti permintaan tercakwg | —--eeeee

- haliwa oleh karena suksi lakut maka menceut permumtasn lerdakwa sehingga setelah kemaluan erdakwa
thasuk anus sikst terasa sakit sekali dan pada bibir anus terasa basah setelal itu saksi diberi nang oleh
terdukwa sejumlah Rpo 2000, antuk uang jajan. Perbmatan terseout terdakwa lakukan dikamar tidur
milik terdakwa pada sung hart dan telah herlangsunp sebanyak sepulub kali dalam kurun waktu sekitar
linu bulan, setiap kali selesai melakikan sodom saks korban diberi vang sehesar Rp. 2,000 | ——-eaee
babwa sebelum memisukkan kematuannya kelubang anus saksi korban terdakwa mengrunakan tninyak
poreny yang busa dipakal untuk memijat dengan cara mengoleskan pada bibir anus saksi korban
sehingean terasa apak e dun kemaluan terdakwa bisa masuk kelubang anus sanst korban | akibatnya
anus korban merasn sakit dan kemudian menceritrakan kepada ibu angkatnya Asni al B, Jayus dan Jups

kepada orme tuamya Tolan hingga akhimya mengadukan kepada pihak vang berwenang *, --—————.
Perhuatan tevdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002,
Aiau
hedua.
Primair.

—— " Bahwa terdakwa Muhamad Hasan pada wakru dan tempal sebagaimana telab diuraikan dalam
Ikwann kesati tersebut distas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
esorang untuk melakukan stin membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap saksi korban Eko Okta
datul, jenis kel laki-laki, umur 11 tahun . adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caru-
ara sehapaimana telah divraikan dalam dakwaan kesaty tersebur diatas | schingga korban telah berhasil
lisodomi oleh terdakwa lebih kurang sebanyak 10 (sepulub) kali dan berlangsung kurang lebih lima bulan,
fidalam terdakwa melakukan perbuman tersebut sekitar lima kuli terdakwa bisa memasukkan kemaluannya
vang sudah dalam keadaan tegang kelubang anus/dubur korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani dan
cemuluannya | akibatnya korban merasakan sakit pada anus © duSur ketika ter dakwa memasukkan kemaluan
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kelubang anus korban dan begitu juga setelah selesai terdakwa mensodomi korban hingga korban meras;
kesakitan dan akhirnya menceritrakan kepada Ibu Angkatnya Asri al.B.Jayus dan juga kepada orang tuany:
sendiri Tohan dan selanjutnya mengaduken atay melaporkan kepada pihak DEEWAID e T

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 289 KUHP,

Subsidair.

== " Bahwa terdakwa Muhamad Hasep pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam
unkwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama
kelamim yang di ketahuinya atau septutnya harus diduganya belum dewasa terhadap saks’ korban Eko Okta
Galuh, jenis kelamin laki-laki. ymur 11 tahun , adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas » sehingga korban telah berhasil
disodomi oleh terdakwa lebih kurang sebasyak 10 (sepuluh) kali dan berlangsung kurang lebih lima bulan,
dididam terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar lima kali terdakwa bisa memasukkan kemaluannya
yang sudah dalam keadaan tegang kelubang anus/dubur korban dan terdakwa mengeluarkan air mani dari
kemaluannya | akibatnya korban merasakan sakit pada anus / dubur ketika terdakiva memasukkan kemaluan
kelubang anus kurban dan begitu juga setelah selesai terdakws mensodomi korban hingga korban merasy
kesakitan dan menceritrakan kepada 1bu Angkatnya Asri al. B.Jayus dan juga akhirnya kepada orang tuanya
sendin Tohari dan selanjutnya mengadukan atau melaporkan kepada pihak berwajib * . i

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pas§] 292 KUHP.

& —

ANA, SH.

Jaksa Madya Nip. 230018663,
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[ KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

RESORT JEMBER
SEKTOR PAKUSARI
| __JL Prambanan No. 89 Pakusari 68181
41 “ERO JUSTITIA “ . a
SAMBDAR / IDENTITAS TERSANGKA
rr_m_ -
I
|
Psl. 82 UU.N0.23 Th 2ﬂu;
Jo. Psl, 292 KUH
\
E,E.TEMEQ&E GAM BAR / FOTO :
NAMA : MUHAMAD HASAN
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : Jember, 55 Tahun
PEKERJAAN : Tukang pijat
AGAMA :Islam
KEWARGANEGARAAN : Indonesia/madura.
TEMPAT TINGGAL DI ¢ Dsn. Sumberdandang Ds. Kertosari Kecamatan.
Pakusari Kab. Jember.
PERKARA - Melakukan perbuatan cabul/sodomi dengan seorang
anak yang mempunyai jenis kelamin yang sama
MELANGGAR PASAL : 82 UU. No. 23 Th. 2002 Jo pasal 292 KUH Pidana
TERSANGKA MENGAKLI : Belum Pemah Dihukum.
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